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4. Undang .... 

2. Undang-undang Nomor 22 Tamm 1999 tcntang Pcmcrintahan 
Dacrah (Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambaban 
Lcmbaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tah1i111 1981 tcntang Hukum Acara 
Pidana (lembaran Negara Tahon 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

d. bahwa sehubungan dcngan bat tenebut·pada hurup a,b clan c diatas 
pertu menetapkan Ret:ribusi Izin Gangguan dongan Pcraturan 
Dacrah Kabupaten Tebo. 

1. Undang-undq Nomor S4 Tatum 1999 tcntang Pcmbcntukan 
Kabupaten Saroi:m,un, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Iambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) 
Juncto Undang-undang Nomor 14 Tah'un 2000 teiyang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tcntang Pembentukan 
Kabupaten Sarolaogun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jam!,i 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lcmbaran Negara Tahun 
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); 

a. bahwa dcngan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu 
mcningbdcm Penyelengaraan Pcmerintahao, Pcilaksaoaao 
Pembangunao, clan Pembinaan kemasyarakatan guna meajamin 
Perkcmbangan dan kemajuan Daerah pada masa mendataog; 

b. bahwa untuk menjamin Pcrkcmbangan dan kcmajuan Dacrah pada 
masa mendatang. dipandang perlu mcnggali Pcmdapatan Aali 
Daerah dalatn Kabupaten Tebo; 

c. bahwa daJam rangka menggali Pendapatan As1i Daerah (PAD) 
dawn Kabupaten Tebo Retribusi l7in Gangguan merupakan salah 
satu sumber Pendapatan Daerah. 

BUPATITEBO 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA · 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

TENI'ANG 

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN TEBO 

NOMOR 18 TAHl.JN2001 

Mengingat 

Menimbang 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 

, 



15. Peraturan ..... 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retn'busi 
Dacrah (Lembaran Nengara TahWl 1997 Nomor SS. Tambahan 
lembaran Negara Nomor 3692); 

13. Pcraturan Pcmerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis 
Mcngcnai dampak Llngkungan (Lembaran Negara Tamm 1986 
Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3338); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahwi 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara 
Tabun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara 3258); 

11. Undang-tmdang Nomor 25 Tabwi 1999 tentang Pcrimbangan 
Keuangan antara Pcmerintab Pusat dan Daerah (Lcmbaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

10. Undang-undang Nomor 23 Tamm 1997 tentang Pengolahan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan 
Reen'busi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan I...embaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-midang 
Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rctn'busi Daerah 
(Lcmbaran Negara Tahtm 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048); 

8. Undang-undang Nomor 24 Tamm 1992 tcntang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambaban Lcmbaran 
Negara Nomor 3501); 

7. Undang-undang Nomor S Talum 1992 tentang Pcrindustrian 
(Lcmbaran Negara Tamm 1984 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran 
Negara Nomor 3274); ' 

6. Undaog-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 
Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 2853) Juncto Undang-w:tdang 
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang­ 
undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal DaJam 
Negeri (Lcmbaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambaban 
Lcmbaran Negara Nomor 2944); 

S. Undang-undang Nomor 1 ta1nm 1967 tentang Ponanaman Modal 
Asing (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2818) Juncto Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1970 tcntang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 
Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2943); 

4. Undang-undang Oangguan Nomor 226 Tamm 1926 yang telah 
diubah dan discmpumakan tcrakhir dengan Stb Nomor 450 Tahun 
1940; 



27 . .Kcputusan lvlent.cri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang 
Rnang Llngkup dan Jenis-jenis Retnbusi Daerah Tingkat I dan 
Daer.ah Tingkat Il; 

26. Keputusan Menteri Dalam Ncgcri Nomor l 7S Talum 1997 tcntang 
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Rettibmi Daerah; 

24. Kcputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 171 Tamm 1997 tcntang 
Proscdur Pengcsahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rettibusi Daerah; 

2S. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tcntang 
Pedoman Tata Cara Pcmwiguta.n Rctribusi Daerah; 

23. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pclaksanaan 
Pcmberian Izin Mcndirikan Bangunan dan 17.in Undang-undang 
Gangguan Perusahaan; 

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pcmcrintahan 
Daereh; 

21. Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 7 TaJaun 1 m tentang 
Tata Cara Pemberian Izin Bangenan serta Izin Undang-undang 
Oangguan (UUG/HO)bagi Pcrusabaan-pcrusahaan yang berlolwi 
diluar Kawasan Industri; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tcntang 
R~ Tapak Tanah dan Tata Tertib Penauaswt Kawasan 
lndustri serta Prosc:dur Pemberian Izin Mendirilcan Bangunan 
(IMB) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan 
Industri; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 198S tentang 
Tata cara Pcngcndali.u1 Pcncemaran bagi Pcrusahaan-Perusahaan 
yang mengadakan Penanaman Modal mcnurut Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1967 dan Undang··undang Nomor 6 tahun 1968; 

19. Peraturan :Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 4 Tahun 1987 tcntang 
Pencrbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Wak.tu Tcrhadap 
Pembcrian Izin Undang-undang Gangguann(H"mder Ordonantie ); 

17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara 
Penanaman ~fodal; 

I 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tcntang Tehm1c 
Pcnyuaunan Peramran Perundang-undangan dan bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan K.eputusan Presiden (Lembaran Negara 1999 Nomor 
70); 

15. Pcraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang Kewenangan 
Pemcrintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi 
(l.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 
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j. R.otribusi •..• 

i. Retribuai Perizinan tcrtcntu adalah mribusi atas kcgiatan tcrtentu 
Pemerintahan K.abupaten dalatn rangka pcmberian izin kcpada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pcmbinaan, pcngaturan, 
pcngendalian dan pengawasan atas kegjatan pcmanfaatan ruang 
penggunaan swnber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kcpentingan umum dan mertjaga kelcstarian 
lingkungan; 

h. Badan adalah auatu bcntuk badan usaha yang meliputi Perscroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perscroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
Persekutwm, Pcrkumpulan, Firma, Kongsi, Kopcrasi, Yayasan atau 
Organisasi yang acjenis, Lcmbaga, Dana Pcnsiun, bentuk usaha tctap 
serta bentuk badan usaha Jainnya; 

f. Kasda adalah Kasa Dacrah kabupaten Tebo 

g. Pejabat adalah Pegawai yang dtberi tugas tertentu dibidang Retnl>usi 
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Dacrah yang 
berlaku. 

a. Kabupat.cn adalah K.abupaten Tebo 

b. Pemerintah K.abupatcn ada1ah Pcmerintah Kabupat.cn Tebo 

c, Bupati adalah Bupati Tebo 

d DPRD adalah Dewan PctWakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Tebo 

e. Dinas Pcndapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupatcn 
Tebo 

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal I 

KETENIUAN UMUM 

BABI 

PERATIJRAN DAERAH KABUPA TEN TEBO TENf ANG 
RETRJBUSI IZIN GANGGUAN. 

:MEMUIUSKAN 

Dengan Persctujuan 

DEW AN PERW AKil.,AN RAKYAT DAER.AH 
K.ABUPATEN TEBO 

-sc9.·...... A --1 J'liA1am Nopi Nomor 147 Talmn 1998 tentang 
Komponen Pcnetapan Tarif Rctnl>usi; 

29. Kcputusan Mcntri Dalam Negeri Nomor 43 Talnm 1999 tcntang 
Sistem clan Prosedur Administtasi Pajak Daerah Retribusi Daerah 
dan Pcncrimaan Pcndapatan lain-lain. 

Menctapkan 



u. Pcnyidikan ..... 

r. Surat Tagihan Rctribusi Dacrah yang selanjutnya dapat Disingkat 
STRD adalah surat wrtuk melalrukan tagihan re1ribusi dan atau sanbi 
administrasi berupa bunga atau denda. 

s, Surat Kcputusan Kebcratan adalah surat keputusan atu kcberatan 
tetbadap SKRD atau dokumen atau Jain yang ctipcrs.amakan, 
SKRDK.BT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi; 

t. Pemeribaan ada1ah serangkaim kegiatan untuk mencari, 
mcngumpulkan dan mengolah data dan atau kcterangannya da1ain 
rangka pcngawasan kcpatuhan pcmenuban kcwajiban rctribusi 
bcrdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan Re1ribusi Dacrah. 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang sclaqju1nya dapat 
disingkat SKRDLB, ada1ah aurat keputusan yang menentukan jumlah 
kclebihan pombayaran rctnbusi karcna jumlah kredit retnbuai lcbih 
besar daripada retribusi yang terutang atau tidalc seharusnya tcrutang; 

o. Surat Ketetapan Re1ribusi Daerah Kurang Bayar yang sclanju1nya 
dapat disinglcat SKRDKB adalah surat kcputusan yang mcncntukan 
beaarnya Jmnlah Retribusi yang tenltang, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok retribus~ besamya sanksi admmistrasi dan jum)ab 
yang masih harus dibayar; 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selaajutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang 
mcncntukan tambahan tambahan ataa jumlah rctnbusi yang telah 
ditetapkan; 

n. Surat Kctetapan Retribusi- Dacrab yang sclm.tjumya dapat disingkat 
SK.RD, adalah aurat keputusan yang mencntukan bcaamya jumJah 
retnbusi yang terutang; 

m. Surat Pendaftaran Objek Retnbusi Daerah, yang selaqju1nya disingk.at 
SPdORD, adalah surat yang digunakan olch Wajib Rctribusi untuk 
meJaporkan data objek retribusi dan wajib rctribusi sebagai dasar 
pemitungan dan pembayaran retribusi yang tcrutang mcnurut 
Pcraturan Pcrundang-undangan Retribusi Dacrah; 

1. Masa Retn'busi adalah suatu janglca waktu tertcntu yang menapalcan 
batas waktu bagi W ajib Retribusi untuk mcmanfaatkan izin tcmpat 
usaha. 

k. Wajib Retribusi adalah orang pnbadi atau badan yang menumt 
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi; 

j. R.ctribusi Izin Gangguan yang seianju1nya dapat disebut rctribusi 
adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pn'badi atau 
badan di lokasi tertentu yang menimbulkan babaya, kcrugian dan 
ganggwm, tidak. tennasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditUltjuk 
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

------- ·-~ ,o• •- 



(1) Tingkat Pcnggunaan jasa diukur berdasarkan Pcnggalian antara luas 
ruang Tempat Usaha dan Jndcks Lokasi/Indcks Ga:ngguan. 

(2) Luas Ruang Tcmpat Usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ada)ab luas bangunan yang dihitung scbagaijumlah luas sctiap Jantai. 

Pasal6 

BAB IV 

CARA :MENGUKUR TING.KAT PENOOUNAAN JASA 

Re1ribusi Izin Gangguan digolongkan aebagai Rcuibusi Pcrizinan 
Tcrtentu. 

Pasal S 

OOWNGAN RETRIBUSI 

BAB ID 

Subjck Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mcmperolch lzin 
Tempat Usaha. 

Pasal 4 

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tcmpat uuha yang lokasinya 
telah ditunjuk oleh Pemerintaban Pusat dan atau PCJJ;ICrintahan Dacrah. 

(1) Objck Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orans 
pnbadi atau badan dilokasi tcrtentu yang menimbulkan bahaya 
kerugian dan gangguan. 

Pasa13 

Dengan nama Re1n'busi 17.in Gangguan bangunan dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kcpada orang 
pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulbn bahaya kenigian 
dan gangguan. 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

BAB n 

u. Penyidikan tindak pidana dibidang Reuibusi Dacrah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pcnyidilc Pcgawai Ncgcri 
Sipil yang selmtjutnya disebut pcnyidilc, untuk mcncari scrta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mcmbuat terang tmdak 
pidana dibidang Retn"busi Dacrah yang terjadi serta mcncmukan 
tonangkanya. 



BAB VIII. ... 

Retn'busi yang tcrutang dihitung dengan mengalikan tarif scbagaimana 
dimaksud da1aJn pasal 8 ayat (2) dengan tingkat ponggunaan jasa 
sebagajmana dimaksud dala!n pasal 6 ayat (1). 

Pasal 9 

CARA PERHITUNGAN RETRlBUSI 

BAB VII 

(2) Besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetap.kan scbagai berikut : 

- Luas<1000M2 Rp. 2.000,- 
- Luas 1000 M2 8/d 2000 Rp. 800,- 
- LuM 2001 M2 s/d 4000 M2 Rp. 600,- 
- Luas > 4000 M2 Rp. 200,- 

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha. 

Pa,al 8 

STRUKTUR DAN BESARNY AT ARIF RETR.IBUSI 

BAB VI 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi biaya 
pengecekan, pengukuran ruang tcmpat usaha, biaya pcmerilcsaan dan 
biaya transportasi da1arn rangka pengawasan dan pengendalian scrta 
biaya pembinaan. 

(1) Prinsip dan sasaran dalaJn penetapan 81ruktur dan bcsamya tarif 
retnbusi didasarkan pada tujuan untuk menutup scbagian atau sama 
dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin. 

Pasal 7 

PRINSlP DAN SAS.ARAN DALAM PENETAP AN STRUKTIJR 
DAN BES.ARNY AT ARIF 

BAB V 

Indeks l 
Indeks 2 
Indeks ......•..•.•...•...•. 3 
Indeks 4 

Kawasan Industri 
Kawasan Pcrdagangan 
Kawasan Pariwisata 
Kawasan Perwnahan & Pemuldman 

(3) Indeks lokasi/Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai bcrikut : 
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(3).Bcntuk, isi dan tata cara pcncrbitan dan pcnyampaian SKRD atau 
dokumen Iain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati. 

(1) Berdasrakan SPdORD sebagaimana dimaksud da1atn pasal 13 ayat (1) 
rc1nbusi tcNtang dcngan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipcrsamakan. 

(2) Apabila berdasarkan basil pcmeriksaan clan ditemukan data baru clan 
atau data yang semula belum tcrungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah re1n"busi yang terutang maka dikeluarkan 
SKRDKBT. 

Pasal 14 

PENET AP AN RETRIBUSI 

BAB XI 

(3) Bentuk, isi, serta ·tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati. 

(2) SPdoRD scbagaimana di.maksud pada ayat (1) harus diisi dcngan jelas, 
bcnar dan lcngkap serta ditandatangani oleh Wajib Rctribusi atau 
kuasanya. 

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdoRD. 

Pasal 13 

SURAT PEND AFT ARAN 

BAB X 

Rc1n"busi terutang adatah pada saat diterbitlcannya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan 

Pasal 12 

Mau Retribusi adalahjangka waktu lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali 
ditetapkan oleh Bupati 

Pasal 11 

MASA RETRJBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

BAB IX 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Dacrah tempat izin usaha 
ch"beribn. 

Pasal 10 

WILAY AH PEMUNGUTAN 

BAB VIlI 



(3) Surat .. teguran sebagaimana dimabud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pe.ii* yang di tunjuk. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
tcguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib reuibusi hams 
melunasi retribusinya yang tcrutang. 

(1) Pengeluaran· surat teguran/peringatan/surat Jain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran. 

Pasal 18 

TATA CARA PENAGIH.AN RETR1BUSI 

BAB XV 

(3) Tata cara pembayaran, pcnyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur 
dengan keputusan Bupati. 

(2) Rctribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 S (lima belas) 
bari sejak diterbitkannya SKRD atau dolrumcn lain yang 
dipersamakan. 

(1) Retribusi yang temutang barus dilunasi sekaligus di muka untulc 
1 (satu) kali Masa Retribusi; 

Pasal 17 

TATACARAPEMBAYARAN 
BAB XIV 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang mcmbayar, dikenakan sanksi administrasi bciupa bunga sebesar 2 
% ( dua persen) setiap buJan dari retribusi yang terutang atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 16 

SM'KSI ADl.JINISTRASI 

BAB XIlI 

(1 ).Pemungutan Retnbusi tidak dapat diborongkan. 

(2).Rctribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumcn Jain 
yang dipcrsamakan. 

Pasal 15 

TATA CARA PEMUNGUf AN 
BAB XII 
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(3). Apabila ..... 

(1) Atas kclebihan pembayaran rctribua~ Wajib Rctnl>usi dapat 
mengajukan pennohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan scjak 
ditcrimanya pcnnohonan kelebihan pcmbayaran re1n'busi acbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harua membcrikan keputusan. 

Pasal 21 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN 

BAB XVII 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mcncrima aeluruhnya 
atau sebagian menolak atau menambah besamya re1n'busi yang 
terutang. 

(3) Apabilajangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tclah lewat 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputuaan, kcberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabqlkan. 

(1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bu1an acjak tanggal 
Surat Keberatan diterima hams memberi kcputuaan atas kebcratan 
yang diajukan. 

Pasal 20 

(6) Pengajuan Kebcratan tidak menunda kcwajiban mombayar re1n"buai 
dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi pcrsyaratan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap scbagai aurat 
kebcratan, schingga tidak dipertimbangkan. 

( 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling Jama 2 ( dua) 1 

bulan scjak tanggal SKRD atau dokwncn lain yang dipcnamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB ditcrbitkan, kccuali apabila Wajib Retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Dalam hat Wajib Retribusi mengajukan keberatan ataa ketetapan 
retn'busi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membulc.tilcan 
ketidakbenaran retribusi tersebut. 

(2) Keberatan diajukan secara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia dcngan 
disertai alasan-alasan yang jeJas. 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kebcratan hanya kepada Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipcrsamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. 

Pasal 19 

KEBERATAN 

BAB XVI 

.-_;;.-"c·,· .. ,.,4_ .. _.-._-....-_._..,_.· ••• ~~~ 



(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan clan pembebasan 
rctribusi. 

Pasal 24 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

BAB XVnI 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang 
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud clalatn pasal 21 ayat (4), 
pembayaran dilakukan dcngan cara pemindahan bukuan dan bukti 
pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dcngan menerbitkan surat 
pcr.intah mcmbayar kelebihan retribusi. 

Pasal 23 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos 
tcrcatat merupakan bukti saat pennohonan diterima oleh Bupati. 

(2) Pcrmohonan pengembalian kelebiban pembayaran retn"busi disampai 
. kan secara Jangsung atau melalui pos tercatat, 

a. Narna dan alamat Wajib Rctribusi 
b. Masa Retribusi 
c, Besam.ya kclebihan pcmbayaran 
d. Alasan yang singkat dan jelas 

(1) Pcnnohonan pengembalian kelebihan pcmbayaran retnousi diajukan 
secara tertu1is kepada Bupati dcngan selcurang·kurangnya 
mcnyebutkan : 

Pasal 22 

(S) Pcngembalian kclebihan pcmbayaran rdribusi scbagaimana dimakSJJd 
pada ayat (1) dilakubn dalamjangka walctu paling lama 2 (dua) buJan 
sejak diterbitkan SK.RDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran re1n"busi dilakukan 
sctelah lcwat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati mcmbcrikan imbalan 
bunga sebesar 2 % ( dua penen) scbulan atas kcterlambatan 
pcmbayaran retribusi. 

(4) Apabila Wajib Re1ribusi mempooyai utang retn"busi Jainnya, kelebihan 
pcmbayaran retribusi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) Jangsung 
diperhitungkan untuk mclunasi terlebih dahulu utang re1ribusi tcrscbut. 

(3) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tcJah dilampaui dan Bupati tidak mcmberikan suatu kcputusan 
pcrmohonan pengcmbalian kclebihan re1n"busi dianggap dilc.abulkan. 
dan SKRDLB harus diterbitkan dalarn jangka waktu paling lama 1 
(aatu) bulan. 
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c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Rctribusi 
Dacrah. 

a. Mcncrima, mcncari, mengumpulkan dan meneliti ketcrangan 
atau laporan berkcnaan dengan tindak pidana dibidang 
Rc1n'buai Daerah agar keterangan atau laporan tcrscbut DlCltjadi 
lcngkap dan jelas. 

b. Mcneliti, mcncari dan mengumpu)kan keterangan mcngcnai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Rctribusi Daerah. 

(2) Wewcnang Penyidilc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

( 1) Pejabat Pegawai Negcri Sipil tertcntu di 1ingkungan Pcmcrintah 
Kabupatcn diberi wcwenang khusus sebagai pcnyidik untuk 
meJalcukan pcmyid.ibn tindak pidana <hbidang Pcrpajakan Dacra.h 
dan Rctribusi Daerah. 

Pasal 26 

PENYIDIKAN 

BAB XX 

(3) Piutang Rc1nousi yang tidak nnmg)cin ditagih lagi karma hak 
un.tuk mclakllkan pcnagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 

a. Ditcrbitkan surat tcgur~ atau 
b, Ada pcngakuan utang retribusi dari w~ rctribusi baik 

langsung maupun tidak langaung. 

(2) Kadaluarsa penagihan rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) Paaal ini tcrtangguh apabila : 

(1) Hak tmtuk melalcubn pcnagihan rctribusi kadaluarsa sctclah 
mcJampaui jangka waktu 3 (tiga) tahlUl terhitung scjak saat 
tcrutangnya recnousi kccuali apabila wajib Rctribusi melalrukan 
tindak pidana di bidang retribusi. 

KADALUARSAPENAOIHAN 

Pasal 2S 

BAB XIX 

(3) Tata cara pengurangan, kcringanan dan pcmbebasan rc1nousi 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Pcmbcrian pcngorangan, atau keringanan dan pembcbasan rctribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dcngan mcmpcrbatikan 
kemampuan wajib rettibusi antara lain dapat dibcrikan kcpada 
Pengusaha Kecil tmtuk mengangsur. 



Hal-hat yang bclum cukup diatur dalam Pcraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatw" lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 28 

KETENIUAN PENUruP 

BABXXIl 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pe)anggaran. 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kunmgan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (cmpat) kali 
jwn1ah retribusi yang terutang, 

Pasal 27 

KETENTIJAN PIDANA 

BABXXI 

(3) Penyidik sebagaimana dimabud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya pcnyidikan dan mcnyampaikan basil pcnyidilcannya 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur 
damn Undang-undang Nomor 8 Tahtm 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

k, Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindalc pidana dibidang retribusi dacrah menurut hukum yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 

j. Menghentikan pcnyidikan. 

i. Memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan dipcriksa 
sebagai tersangka atau saksi, 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah. 

g, Mcnyuruh bcrhenti dan atau melarang sescorang mcninggalkan 
ruangan dan atau tcmpat pada saat pcmcriksaan scdang 
berlangsung dan memerilcsa identitas orang atau dolcumcn yang 
di'bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e, 

d. Memcriba buku-buku, catatan dan dokumcn-dokumen lam 
bcrlccnaan dengan tindak pidana dt'bidang Retn'busi Dacrah. 

e. Mclakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pcmbukuan pencatatan dan dokumen-dokumcn lain, serta 
melakulcan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 
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LEMBARANDAERAHKABUPATENTEBO 
TAHUN 2001 NOMOR 18 SERI B NOMOR 6 

DRJNDANOKAN DI MlJARA TEBO 
PADA TANOOAL9 nJU2001 

Ditetapkan di Muara Tebo 
Pada tangal 7 Juli 2001 

Pcraturan Dacrah ini muJai bcrJaku pada tangal diunrumgkao 

Agar se1iap orang dapat mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini clengan penempatannya dalaln Lembaran Dacrah 
Kabupatan Tebo. 

Pasal 29 
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(3). Perbiturur.an ..... 

2. Biaya Perizinan Gangguan. 

a. Untuk Luas < 1000 M2 30.S26M2 = 50% 
b. Untuk Luas 1000 M2 s/d 2000 M2 18.31S M2 = 24% 
c. Untuk Luas 2001 M2 s/d 4000 M2 14.24S M2 = 14% 
d. Untuk Luas > 4000 M2 36.631 M2 = 12% 

Jumlah 99.717 M2 = 100% 

No. Uraian Biaya Per Tahun 

1. Biaya Percetakan Rp. 6.000.000,- 
2. Biaya Pcngukuran Rp. 6.000.000,- 
3. Biaya Pemcriksaan Rp. 12.000.000,- 
4. Biaya Transportasi untuk pengendalian 

Dan pengawasan Rp. 20.000.000,- 
s. Biaya Pcmbinaan Rp. 6.000.000,- 

Jwnlah Rp. so.000.000.- 

1. Biaya Penyelenggaraan Izin, 

Cukupjclas 
Struktur dan besemya tarif ditetapkan berdasarkan pcthitungan 
tarif Retribusi Izin Gangguan dil>awah ini : 

Pasal 8 
Ayat(l) 
Ayat(2) 

Pasal 1 sampai dcngim pasal 7 Cukup jelas 

ll. PENJELASAN PASAL DEMI P ASAL 

Bahwa scbagai tindak Janjut pclaksanaan Undang-undang Nomor 18 
Tabon 1997 tcntang Pajak Damm dan Retribusi Dacrah J1U1cto Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 
1 m tcntang Pajak Daerah dan Relnousi Daerah serta Peraturan Pemcrintah 
Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Retribusi Izin Gangguan, 
maka dawn rangka mcmantapkan Otonomi Dacrah yang nyata, dinamis, serasi 
dan bcrtanggung jawab scrta dalam rangka pembiayaan Pemcrintah dan 
Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Dacrab, khususnya 
yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditctapkan Rc1nousi Izin Gangguan di 
Kabupatcn Tebo dengan Peraturan Daerah. 

l PENJELASAN UMUM 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

TENT ANG 

NOMOR 18 TAHUN 2001 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

PENJELASAN 



Dari . 

= Rp. 200/M2 

36.631 

Rp. 7.326.120,- = d. Luas > 4000 M2 

= Rp. 60()&,{2 

Rp. 8.547.140,- 

14.245 

= c, Luas < 2001 aid 4000 M2 

= Rp. 800/M2 

1831S 

Rp. 14.652240,- = b. Luas < 1000 M2 s/d 2000 M2 

= Rp. 2.000lm2 

15.263 

Rp. 30.525.500,- = a. Luas < 1000 M2 

Tarif rata-rata Rc1ribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut : 

No Luas Proporsi Biaya 
. (%) Ro. 61.051.000 

·-· 

1. < 1000 "M2 50 Rp. 30.525.500,- 
2. 1000 M2 s/d 2000 M2 24 Rp. 14.652.240,- 
3. 2001 M2 s/d 4000 ?\.f2 14 Rp. 8.S47.140,- 
4. >4000M2 12 Rp. 7.326.120,- 

Proponi Biaya : 

TahunKe Jnflasi N'tlai Biaya 
(Rp) 

I 
1. I 10% Rp. 50.000.000,- 
2. 10% Rp. 55.000.000,- 
3. 10% Rp. 60.S00.000,- 
4. 10% Rp. 66.SS0.000,- 
5. 10% Rp. 73.205.000,· 

Jumlah Rp.305.255.000,- 
Biaya Rata-rata I Tahun Rp. 61.051.000,· 

Analisa Inflasi : 

Dcngan harapan kondisi pcrekonomian masyarakat, maka laju inflasi rata-rata 
pertahun untulc 5 tahun yang akan datang bergcrak pada angka 10 % pertahun. 
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Pasal 9 s/d pasal 29 : cukup jelas. 

Rp. 2.000.­ 
Rp. 800.­ 
Rp. 600,­ 
Rp. 200,- 

-Luas < 1000M2 
- Luss 1000 M2 1/d 2000 M2 
-Luas 2001 s/d 4000 M2 
- Luas > 4000 M2 

Dari perhitungan diat.1s~ struktur dan besamva tari:f ditetapkan dengan mcmperhatikan 
asfek keadilan dan kemampuan masyarakat adapun tarif yang dikurangi bcban adalah 
tarif untuk lua8 1000 M2 std 200 M2 sebesar 60 % luas 200 l M2 ·s1d 4000 sebcsm" 70 % 
dan luas > 4000 'M2 sebesar 90 % sehingga tarif masing-masing ulwran 1uas sebagai 
berikut : 
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TAHUN2001 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

NOMOR 19 TAHON. 2001 I 

I 
i I . 
I 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TEBO 


